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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga Balai Besar POM di Palangka Raya dapat menyelenggarakan kegiatan 

Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dan menyelesaikan penyusunan laporan 

pelaksanaannya dengan baik.  

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan FKP sebagai wadah 

untuk menggali aspirasi, masukan, serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik.  

Kegiatan FKP BBPOM di Palangka Raya Tahun 2026 ini mengusung tema "Wujudkan 

Standar Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berbasis Hak Asasi Manusia" dengan 

melibatkan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Tengah, Komisi Informasi Provinsi 

Kalimantan Tengah, instansi pemerintah, organisasi disabilitas, akademisi, media massa, 

serta elemen masyarakat. Transparansi, kesetaraan hak, dan aksesibilitas informasi 

merupakan hak fundamental masyarakat yang dijamin undang-undang. Pelaksanaan forum 

ini diharapkan dapat memperkuat sinergi serta memastikan Standar Pelayanan dan inovasi 

BBPOM di Palangka Raya senantiasa adil, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan 

masyarakat, termasuk kelompok rentan.  

Ungkapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada 

seluruh pemangku kepentingan, pengguna layanan, organisasi masyarakat, dan media 

massa atas partisipasi aktif serta masukan konstruktif yang telah diberikan. Permohonan maaf 

juga kami sampaikan apabila dalam penyelenggaraan kegiatan maupun penyusunan laporan 

ini masih terdapat kekurangan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai komitmen perbaikan pelayanan publik BBPOM di Palangka Raya secara 

berkelanjutan. 

Palangka Raya, 26 Juni 2026 

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya, 

 

 

 

 

Ali Yudhi Hartanto, S.F., Apt., M.M. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan 

pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berkaitan 

dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat adalah 

melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur secara teknis dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik merupakan bentuk dialog dua 

arah antara penyelenggara pelayanan dengan publik guna membahas rancangan kebijakan, 

penerapan, dampak, evaluasi, hingga penyelesaian permasalahan pelayanan publik. Melalui 

forum ini, pengguna layanan berhak mengusulkan, memberikan masukan, dan 

menyampaikan saran secara langsung atas layanan yang mereka terima.  Penyelenggaraan 

FKP memberikan manfaat strategis bagi kedua belah pihak. Bagi penyelenggara, FKP 

menjadi sarana menyerap aspirasi dari proses perumusan hingga evaluasi kebijakan, wadah 

sosialisasi, serta sarana pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Bagi publik, FKP 

menjadi ruang partisipasi aktif untuk memperoleh pengetahuan mengenai kebijakan 

pelayanan, serta mendapatkan kepastian layanan melalui fungsi pengawasan. 

Penyelenggaraan FKP merupakan upaya nyata penyelenggara pelayanan untuk 

menyelaraskan kapabilitasnya dengan harapan publik, meminimalisir dampak kebijakan yang 

merugikan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan 

akuntabel.  Seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan 

publik saat ini tidak hanya dituntut untuk transparan dan akuntabel, tetapi juga wajib menjamin 

kesetaraan hak dan non-diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan 

Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), yang mewajibkan unit penyelenggara 

pelayanan publik untuk menyediakan sarana, prasarana, serta proses layanan yang adil, 

responsif dan accessible, khususnya bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, 

wanita hamil, dan anak-anak).  Berpatokan pada prinsip tersebut, Balai Besar POM di 

Palangka Raya menyelenggarakan FKP Tahun 2026 dengan mengusung tema "Wujudkan 

Standar Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berbasis Hak Asasi Manusia". Melalui forum 

ini, BBPOM di Palangka Raya berkomitmen menyelaraskan Standar Pelayanan dan 

pengembangan inovasi (seperti inovasi LAURA INTAN) agar tidak hanya memenuhi kriteria 

efisiensi dan efektivitas teknis, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai P2HAM, 



 

sehingga seluruh pengguna layanan tanpa kecuali dapat mengakses pelayanan pengawasan 

obat dan makanan secara setara, bermartabat, dan inklusif. 

 

2. Tujuan Pelaksanaan FKP 

FKP bertujuan memperoleh pemahaman penyelenggaraan hingga solusi, antara Balai Besar 

POM di Palangka Raya sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat 

pengguna jasa layanan terhadap kebijakan pelayanan publik yang dirancang untuk diperoleh 

Standar Pelayanan Publik yang efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 mengusung tema "Wujudkan Standar 

Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berbasis Hak Asasi Manusia" yang bertujuan untuk: 

a. Memetakan Kebutuhan dan Hambatan Kelompok Rentan: Mengidentifikasi serta 

memetakan secara komprehensif hambatan fisik, teknis, maupun prosedural yang 

dihadapi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil/menyusui, dan 

anak) dalam mengakses pelayanan publik obat dan makanan. 

b. Penguatan dan Pengembangan Inovasi LAURA INTAN: Menghimpun masukan, 

saran, dan aspirasi konstruktif dari pemangku kepentingan guna mengoptimalkan 

keberlanjutan dan jangkauan inovasi LAURA INTAN (Layanan Publik Ramah dan 

Inklusif bagi Kelompok Rentan) agar semakin adaptif dan responsif terhadap prinsip-

prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). 

c. Penyempurnaan Standar Pelayanan Berbasis HAM: Menyusun rekomendasi 

perbaikan dan penyesuaian komponen Standar Pelayanan yang tidak hanya 

memenuhi asas kepastian hukum dan transparansi, tetapi juga menjamin 

ketersediaan fasilitas, kesetaraan perlakuan, dan aksesibilitas yang adil tanpa 

diskriminasi. 

d. Memperkuat Sinergi dan Pengawasan Partisipatif: Menggalang komitmen 

bersama dan mempererat kolaborasi antara unit penyelenggara pelayanan publik 

dengan lintas sektor, asosiasi disabilitas, akademisi, media, serta masyarakat dalam 

melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan. 

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema "Wujudkan 

Standar Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berbasis Hak Asasi Manusia" mencakup 

beberapa aspek utama sebagai berikut: 

a. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan dan Aksesibilitas: Pembahasan 

mengenai kondisi faktual pelaksanaan Standar Pelayanan publik saat ini, khususnya 

terkait dengan ketersediaan sarana, prasarana, serta mekanisme pelayanan yang 



 

ramah dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk 

kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil/menyusui, dan anak). 

b. Pengembangan dan Penguatan Inovasi LAURA INTAN: Penjaringan masukan, 

kritik, dan rekomendasi dari pemangku kepentingan (stakeholders) terkait 

penyempurnaan keberlanjutan inovasi LAURA INTAN (Layanan Publik Ramah dan 

Inklusif bagi Kelompok Rentan), baik dari segi penambahan fitur pendukung, 

kemudahan prosedur, peningkatan kompetensi petugas layanan, maupun kejelasan 

alur informasi. 

c. Penyelarasan Kebijakan Pelayanan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM): Diskusi 

dan peninjauan regulasi serta standar operasional prosedur guna memastikan seluruh 

komponen Standar Pelayanan tidak diskriminatif, menghormati kesetaraan hak 

pengguna layanan, dan selaras dengan prinsip-prinsip Pelayanan Publik Berbasis 

HAM (P2HAM). 

d. Perumusan Rekomendasi dan Komitmen Bersama: Penyusunan draf rekomendasi 

perbaikan komponen Standar Pelayanan serta Rencana Aksi tindak lanjut yang 

disepakati bersama oleh penyelenggara pelayanan dan perwakilan pemangku 

kepentingan guna meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan publik 

secara berkelanjutan. 

Didasarkan pada diskusi yang telah dilakukan, diharapkan Standar Pelayanan dan inovasi 

LAURA INTAN yang dikembangkan semakin optimal dalam mengakomodasi aspirasi serta 

kebutuhan khusus masyarakat, sehingga tercipta pelayanan publik obat dan makanan yang 

adil, setara, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. 
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BAB 2. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

 

1. Sumber Input dan Tema FKP 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 ini mengusung tema "Wujudkan Standar 

Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berbasis Hak Asasi Manusia". Pemilihan tema ini 

didasarkan pada pengolahan data dan analisis informasi menyeluruh dari beberapa sumber 

evaluasi internal maupun eksternal penyelenggaraan pelayanan publik.  

Adapun sumber data dan informasi yang menjadi input utama dalam penentuan tema dan 

materi pembahasan FKP ini meliputi: 

a. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Hasil analisis dan masukan masyarakat 

pengguna layanan, khususnya mengenai kebutuhan peningkatan kualitas sarana, 

prasarana, serta keramahan petugas layanan bagi kelompok rentan. 

b. Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Rekapitulasi saran, kritik, dan aspirasi 

yang masuk melalui saluran pengaduan resmi terkait kemudahan aksesibilitas dan 

alur pelayanan obat dan makanan. 

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik: Evaluasi berkala terhadap penerapan 

Standar Pelayanan dan ketercapaian tingkat aksesibilitas layanan.  

d. Evaluasi Keberlanjutan Inovasi LAURA INTAN: Hasil pemantauan terhadap efektivitas 

dan jangkauan penerapan inovasi LAURA INTAN (Layanan Publik Ramah dan Inklusif 

bagi Kelompok Rentan) dalam mengakomodasi kebutuhan pengguna layanan dari 

kelompok disabilitas, lansia, ibu hamil/menyusui, dan anak. 

Melalui pengintegrasian berbagai sumber input tersebut, FKP dirancang untuk memetakan 

celah perbaikan serta merumuskan langkah konkret dalam memperkuat inovasi LAURA 

INTAN menuju pelayanan publik yang bernilai kesetaraan dan berperspektif Hak Asasi 

Manusia (HAM). 

 

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan  

Hari : Selasa, 26 Mei 2026 

Waktu : Pukul 08.00 s.d 13.00 WIB 

Metode : Hybrid (luring dan daring) 

b. Tempat Pelaksanaan  

Luring : Aula Tjilik Riwut, Lantai II Kantor BBPOM di Palangka   

  Raya  Jl. Tilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 

Daring : Link zoom 

 



 

3. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Balai Besar POM di Palangka Raya 

b. Peserta FKP  

FKP ini diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya yang merupakan 

unit kerja Badan POM di Provinsi Kalimantan Tengah secara hybrid (luring dan daring). 

Peserta yang mengikuti Kegiatan FKP ini terdiri dari 6 unsur yaitu Penyelenggara 

Layanan, Stakeholder Pelayanan Publik, Organisasi Masyarakat & Tokoh Masyarakat, 

Pengguna Layanan, Ahli/Pakar, dan Media Masa, dengan rincian sebagai berikut : 

1) Stakeholder Pelayanan Publik (12) 

Secara luring: 

• Ketua Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah Kalimantan Tengah  

• Kepala DPMPTSP Kota Palangka Raya 

Secara Daring:  

• DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah 

• DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur 

• DPMPTSP Kabupaten Kapuas 

• DPMPTSP Kabupaten Katingan 

• DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan 

• DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas 

• DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau 

• DPMPTSP Kabupaten Barito Timur 

• DPMPTSP Kabupaten Barito Utara 

• DPMPTSP Kabupaten Murung Raya 

2) Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat (7) 

Secara luring: 

• DPD HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Kalimantan Tengah  

• DPD GERKATIN Kalimantan Tengah  

Secara daring : 

• Kwarda Kalimantan Tengah 

• IAI Provinsi Kalimantan Tengah 

• Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah 

• IAI Kota Palangka Raya 

• Rumah BUMN Pertamina Kota Palangka Raya 

3) Stakeholder Pengguna Layanan (25) 

Secara luring: 



 

• Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  

• Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Palangka Raya  

• Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya  

• Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya  

• Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara 

Secara daring: 

• BNN Provinsi Kalimantan Tengah 

• Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 

• Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur 

• Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 

• Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan 

• Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 

• Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas 

• Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau 

• Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur 

• Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya 

• Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 

Perindustrian Kota Palangka Raya 

• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Prindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Kotawaringin Timur 

• Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas 

• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten 

Katingan 

• Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mengengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Barito Selatan 

• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas Kabupaten 

Gunung Mas 

• Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Pulang Pisau 

• Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 

Kabupaten Barito Timur 

• Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 

Kabupaten Barito Utara 

• Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan 

Kabupaten Murung Raya 



 

4) Stakeholder terkait (4) 

Secara luring: 

• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah 

• Dinas Sosial Kota Palangka Raya 

• Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Kalimantan Tengah 

• Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kota Palangka Raya 

5) Masyarakat Pengguna Layanan (12) 

Secara luring: 

• Tampung Parei 

• PT Asia Sumber Medika 

Secara daring : 

• Bawi Bejo 

• Andalan 

• Anugrah 

• CV. Bamega Nusantara 

• Rumah Produksi Nutri Healthy 

• Arugya Botanical 

• Es Kristal Rajawali 

• CV. Tawakal Bersama 

• PJ. Berkat Uhat Kayu 

• CV. Mandahara  

6) Ahli/Praktisi/Akademisi (2) 

Secara luring: 

• Poltekkes Kemenkes Palangka Raya 

• Universitas Palangka Raya 

7) Media Massa (2) 

Secara luring: 

• TVRI Stasiun Kalimantan Tengah 

• LPP RRI Palangka Raya 

 

4. Metode Pelaksanaan FKP 

Metode pelaksanaan Kegiatan FKP ini adalah  Focus Group Discussion (FGD) dan public 

hearing. Pelaksanaan FKP dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Paparan pengenalan 4 (empat) Inovasi Pelayanan Publik Unggulan oleh Ketua Tim 

Pelayanan Publik; 



 

b. Paparan materi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Kalimantan 

Tengah dengan tema “Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM”; 

c. Paparan Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang menyampaikan Standar 

Pelayanan publik BBPOM di Palangka Raya Tahun 2026;  

d. Diskusi dengan tujuan mendapatkan masukan dari peserta sebagai bahan rekomendasi 

perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;  

e. Penyusunan berita acara FKP yang berisi rekomendasi perbaikan dari peserta, tindak 

lanjut yang akan dilakukan oleh unit penyelenggara FKP dan timeline penyelesaian tindak 

lanjut; 

f. Penandatangan berita acara oleh peserta FKP yang disahkan oleh pimpinan unit 

penyelanggara pelayanan public dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara 

BBPOM di Palangka Raya dengan DPD HWDI Provinsi Kalimantan Tengah dan DPD 

GERKATIN Provinsi Kalimantan Tengah. 

g. Susunan Acara FKP 

WAKTU KEGIATAN KETERANGAN 

07.30-08.15 Registrasi Panitia 

08.15-08.30 Pembukaan: 
1. Menyanyikan Lagu Indonesia 

Raya 
2. Sambutan oleh Kepala BBPOM 

di Palangka Raya 
3. Doa Bersama 
4. Doa Bersama 

                                             MC 
Kepala BBPOM di Palangka Raya                     
MC                                     MC 

08.30-09.30 Inovasi Unggulan Pelayanan Publik 
BBPOM di palangka Raya : 

• Tele Public Services SMART 
LAURA, Laura Intan, Laura 
Jempol dan UMKM Berdikari 

Vicky Agung S.Farm, Apt., M.Farm. 

09.30-11.30 Materi & Diskusi Tanya Jawab 
“Implementasi Pelayanan Publik 
Berbasis HAM” 
 

Narasumber:         Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian HAM Provinsi 
Kalimantan Tengah  
Moderator:  Wahyuri,S.Si,Apt,M.Farm 

10.30-11.30 1. Paparan materi terkait Standar 
Layanan Publik BBPOM di 
Palangka Raya 

2. Tanggapan terhadap Standar 
Layanan Publik BBPOM di 
Palangka Raya 

Kepala BBPOM Palangka Raya: Ali 
Yudhi Hartanto,SF, Apt, MM 
Moderator:                  apt. Dewita Fitri 
Widodo, S.Farm 

11.30-11.45 Penandatanganan Berita Acara 
Peninjauan Standar Layanan 

Panitia 

11.45-12.00 Penandatanganan MoU antara 
BBPOM di Palangka Raya dengan 
DPD HWDI Provinsi Kalimantan 
Tengah dan DPD GERKATIN Provinsi 
Kalimantan Tengah 

Panitia 

12.00-12.15 Penutup  
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BAB 3. HASIL PELAKSANAAN FKP 

 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pengolahan data pra-pelaksanaan FKP serta rekapitulasi masukan dan 

aspirasi tertulis dari para peserta/pemangku kepentingan, diidentifikasi beberapa isu dan 

permasalahan utama penyelenggaraan pelayanan publik BBPOM di Palangka Raya sebagai 

berikut:  

a. Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Fisik Gedung Bagi Disabilitas: 

• Akses gedung menuju lantai 2 belum sepenuhnya ramah bagi penyandang 

disabilitas fisik/pengguna kursi roda (kebutuhan penyediaan lift atau ramp khusus).  

• Belum tersedianya fasilitas akomodasi visual yang memadai bagi penyandang 

disabilitas Tuli, seperti penggunaan lampu indikator bel (pengganti bel suara) pada 

area pelayanan.  

b. Jangkauan Edukasi Inovasi Smart LAURA & LAURA INTAN pada Ragam Disabilitas 

dan Literasi Digital UMKM: 

• Sosialisasi dan edukasi mengenai inovasi Smart LAURA dan LAURA INTAN perlu 

dipertajam agar sesuai dengan karakteristik 4 (empat) ragam disabilitas (disabilitas 

Netra, Tuli, Intelektual, dan Mental).  

• Terdapat tantangan literasi teknologi dan informasi bagi sebagian pelaku 

usaha/UMKM (khususnya di luar kota Palangka Raya), sehingga mekanisme 

pelayanan jemput bola belum optimal jika tidak melibatkan perpanjangan tangan 

melalui kader masyarakat.  

c. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Olahan dan Pendampingan Pelaku 

Usaha: 

• Masyarakat dan instansi terkait, mendorong peningkatan frekuensi pengawasan 

razia/sidak keamanan pangan di pasar serta sarana pengolahan makanan untuk 

memastikan jaminan produk layak konsumsi.  

• Kebutuhan peningkatan bimbingan teknis dan pendampingan berkelanjutan terkait 

Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi Usaha Kecil Menengah 

(IKM/UMKM).  

• Pendampingan terhadap pelaku UMKM Pangan Olahan dari Kelompok Rentan juga 

perlu diperluas dan dipublikasikan secara masif. 

d. Penguatan Kemitraan Lintas Sektor dan Program Kerja Sama Akademisi: 

• Optimalisasi publikasi dan sosialisasi standar pelayanan belum sepenuhnya 

menjangkau masyarakat awam secara luas, sehingga memerlukan kolaborasi yang 

lebih erat dengan media massa (TVRI, RRI dan media lokal lainnya), organisasi 



 

kemasyarakatan (PKK, termasuk komunitas kelompk rentan meliputi komunitas 

lansia, komunitas disabilitas,dll) serta instansi terkait.  

• Potensi kolaborasi program edukasi dan pengawasan pelayanan publik bersama 

institusi pendidikan tinggi (seperti program KKN Tematik dengan Universitas 

Palangka Raya) belum terwadahi secara formal dalam skema kerja sama.  

 

2. Analisis 

Berdasarkan Berdasarkan identifikasi masalah yang bersumber dari masukan dan aspirasi 

para pemangku kepentingan, dilakukan analisis mendalam mengenai akar penyebab masalah 

(root cause) serta urgensi langkah perbaikannya sebagai berikut:  

a. Analisis Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Fisik Gedung bagi Disabilitas: 

• Akar Penyebab: Konstruksi dan desain gedung pelayanan BBPOM di Palangka 

Raya pada awalnya belum sepenuhnya mengadopsi standar Universal Design serta 

kriteria Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) untuk mobilitas 

vertikal (akses antar lantai) dan pemenuhan sarana akomodasi yang layak (seperti 

indikator bel visual bagi disabilitas Tuli).  

• Urgensi Perbaikan: Ketiadaan akses mobilitas menuju lantai 2 bagi pengguna kursi 

roda serta belum tersedianya indikator komunikasi visual menghambat asas 

kesetaraan hak, kemandirian, dan kenyamanan pengguna layanan disabilitas dalam 

memperoleh pelayanan publik secara utuh dan bermartabat. Terutama saat 

melaksanakan kegiatan dengan mengundang tamu disabilitas. 

b. Analisis Edukasi Multiragam Disabilitas dan Literasi Digital UMKM: 

• Akar Penyebab: Materi sosialisasi dan metode publikasi inovasi Smart LAURA dan 

LAURA INTAN selama ini masih bersifat umum dan dominan berbasis media digital 

standar. Hal ini menyebabkan informasi belum sepenuhnya terjangkau oleh 

kelompok rentan dengan ragam disabilitas yang spesifik (Netra, Tuli, Intelektual, 

Mental) serta pelaku usaha UMKM/IKM di daerah yang mengalami kendala 

aksesibilitas teknologi informasi.  

• Urgensi Perbaikan: Diperlukan adaptasi format media informasi yang ramah ragam 

disabilitas serta strategi layanan jemput bola (outreach) yang melibatkan pengurus 

komunitas/perpanjangan tangan di lapangan agar kemudahan layanan yang diusung 

oleh inovasi LAURA INTAN tidak mengalami hambatan pemanfaatan (service gap).  

c. Analisis Pengawasan Keamanan Pangan dan Pendampingan Pelaku Usaha: 

• Akar Penyebab: Kecepatan pertumbuhan industri pangan skala mikro/kecil (IKM) 

belum sebanding dengan tingkat pemahaman teknis mengenai Cara Pengolahan 

Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Di sisi lain, ekspansi pasar pangan masyarakat 



 

memerlukan jaminan keamanan pangan yang intensif melalui pengawasan langsung 

di lapangan.  

• Urgensi Perbaikan: Intensifikasi pengawasan (sidak/razia pasar) dan asistensi 

pendampingan CPPOB sangat vital untuk melindungi masyarakat dari risiko produk 

yang tidak memenuhi syarat mutu/keamanan, sekaligus mendorong UMKM pangan 

lokal naik kelas dan berdaya saing.  

d. Analisis Kemitraan Lintas Sektor dan Program Kerja Sama Akademisi: 

• Akar Penyebab: Belum optimalnya sinergi kelembagaan yang terstruktur antara 

BBPOM di Palangka Raya dengan media massa, organisasi kemasyarakatan (PKK), 

serta perguruan tinggi dalam satu kerangka kerja sama terpadu untuk pengawasan 

dan edukasi pelayanan publik.  

• Urgensi Perbaikan: Pelibatan perguruan tinggi melalui skema KKN Tematik (seperti 

bersama Universitas Palangka Raya) serta jejaring media/PKK memberikan daya 

jangkau (leverage) yang masif untuk memperluas edukasi obat dan makanan hingga 

ke tingkat keluarga dan desa secara efisien dan berkesinambungan.  

3. Rencana Aksi 

Untuk Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dianalisis dalam 

Forum Konsultasi Publik, Balai Besar POM di Palangka Raya merencanakan beberapa 

langkah aksi perbaikan konkret sebagai berikut:  

a. Pembenahan dan Peningkatan Aksesibilitas Sarana Fisik Gedung: 

• Mengusulkan dan merencanakan pembenahan sarana fisik gedung untuk mobilitas 

disabilitas fisik/pengguna kursi roda menuju lantai 2 (seperti kajian penyediaan 

lift/sarana aksesibilitas vertikal).  

• Menyediakan fasilitas pendukung komunikasi visual bagi disabilitas Tuli melalui 

pemasangan indikator lampu bel (pengganti bel suara) di area pelayanan pada 

Triwulan III - IV Tahun 2026.  

b. Pengembangan Media Informasi Inklusif dan Optimalisasi Layanan Jemput Bola: 

• Menyusun dan mempublikasikan materi edukasi Smart LAURA dan LAURA INTAN 

yang teradaptasi untuk 4 (empat) ragam disabilitas (Netra, Tuli, Intelektual, dan 

Mental) dalam bentuk infografis, konten visual kontras, dan teks yang ramah 

pembaca layar (screen reader).  

• Mengintegrasikan skema jemput bola (outreach) dan pendampingan UMKM/IKM 

dengan mengoptimalkan peran kader masyarakat sebagai perpanjangan tangan di 

daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi informasi secara berkala setiap 

triwulan.  



 

c. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan dan Asistensi CPPOB: 

• Melaksanakan pengawasan intensif, sidak, dan razia keamanan pangan di pasar-

pasar tradisional/modern serta sarana produksi pangan olahan secara rutin untuk 

menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.  

• Memfasilitasi Bimbingan Teknis dan pendampingan penerapan Cara Pengolahan 

Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara online bagi pelaku usaha IKM/UMKM 

pangan yang sapat diakses pada Triwulan II hingga Triwulan IV Tahun 2026.  

d. Penguatan Kemitraan Lintas Sektor, Media Massa, dan Perguruan Tinggi: 

• Menyusun jadwal sosialisasi dan edukasi publik yang terstruktur melalui kerja sama 

dengan lembaga penyiaran (LPP TVRI, RRI, media lokal), organisasi 

kemasyarakatan (PKK), serta organisasi kelompk rentan dan disabilitas (HWDI, 

GERKATIN, PPDI, Komunitas Lansia).  

• Menyusun persiapan kerja sama program KKN Tematik dengan Universitas 

Palangka Raya (UPR) sebagai sarana edukasi partisipatif pengawasan obat dan 

makanan berbasis mahasiswa pada Triwulan IV Tahun 2026. 

. 
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BAB 4. PENUTUP 

Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2026 

dengan tema "Wujudkan Standar Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berbasis Hak 

Asasi Manusia" telah terselenggara dengan lancar dan partisipatif. Kegiatan ini menjadi 

wujud nyata komitmen penyelenggara pelayanan dalam membangun komunikasi dua arah 

yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat, 

khususnya kelompok rentan dan penyandang disabilitas.  

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan, identifikasi masalah, analisis akar penyebab, 

serta kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara FKP, maka kesimpulan dan langkah 

komitmen tindak lanjut Balai Besar POM di Palangka Raya adalah sebagai berikut:  

1. Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi: Balai Besar POM di Palangka Raya 

berkomitmen untuk merealisasikan seluruh Rencana Aksi yang telah disepakati bersama 

para pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini mencakup pembenahan dan 

peningkatan aksesibilitas sarana prasarana gedung (kecuali aksesibilitas menuju lantai 2 

dikarenakan keterbatsan anggaran dan indikator bel visual bagi disabilitas Tuli), 

pengembangan media edukasi berbasis ragam disabilitas, serta penguatan kapasitas 

petugas layanan (frontliner).  

2. Penguatan Inovasi LAURA INTAN dan Smart LAURA: 

Rekomendasi hasil FKP dijadikan pijakan utama dalam memperluas jangkauan dan 

efektivitas inovasi LAURA INTAN (Layanan Publik Ramah dan Inklusif bagi Kelompok 

Rentan) dan Smart LAURA. Skema pelayanan akan ditingkatkan melalui metode jemput 

bola (outreach) dan pelibatan perpanjangan tangan kader masyarakat guna 

mempermudah pendampingan UMKM/IKM dan kelompok rentan yang memiliki 

keterbatasan akses teknologi informasi. 

3. Perluasan Kolaborasi dan Kemitraan Lintas Sektor: 

Guna memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang inklusif dan berperspektif HAM, 

Balai Besar POM di Palangka Raya akan memperkuat jejaring kerja sama dengan 

kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, media massa (LPP TVRI, RRI, media 

lokal), organisasi kemasyarakatan (PKK), serta organisasi kelompk rentan dan disabilitas 

(HWDI, GERKATIN, PPDI, Komunitas Lansia) serta institusi akademis (khususnya 

persiapan pelaksanaan program KKN Tematik bersama Universitas Palangka Raya). 

4. Internalisasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM): Hasil forum ini menjadi dasar 

perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam peninjauan ulang Standar 

Pelayanan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen 

pelayanan publik BBPOM di Palangka Raya senantiasa menjunjung tinggi prinsip 

kesetaraan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.  



 

Demikian laporan hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini disusun. 

Diharapkan pelaksanaan Rencana Aksi yang telah dirumuskan dapat memberikan dampak 

nyata dalam mewujudkan pelayanan publik obat dan makanan yang prima, adil, inklusif, dan 

berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.  
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Lampiran I. Berita Acara yang Ditandatangani 

 

BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA 

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

TAHUN 2026 

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam 

telah dilaksanakan kegiatan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang bertempat di Aula Cilik Riwut, Lantai 2 

Kantor Balai Besar POM di Palangka Raya, beralamat di Jalan Cilik Riwut Km, 3,5 No.13, 

Palangka Raya. 

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut: 

NO 

KOMPONEN 

STANDAR 

PELAYANAN 

IDENTIFIKASI MASUKAN / 

ASPIRASI MASYARAKAT 

(NAMA PESERTA & 

INSTANSI) 

BENTUK 

PELAKSANAAN 

RENCANA AKSI 

WAKTU 

PELAKSANAAN 

1 Persyaratan • Memperjelas dan 

mempermudah alur serta 

persyaratan layanan bagi 

UMKM/IKM agar lebih 

transparan (Syamsiah - DPD 

HWDI Kalteng; Lintang 

Rachma Dewaty - Dinkes 

Kota Palangka Raya). 

• Perlunya pendampingan 

kelengkapan dokumen Cara 

Pengolahan Pangan Olahan 

yang Baik / CPPOB (Juli Atma 

- IKM Tampung Parei). 

• Melakukan 

penyederhanaan serta 

publikasi persyaratan 

layanan dalam format 

yang mudah dipahami. 

• Memberikan bimbingan 

teknis dan pendampingan 

pemenuhan persyaratan 

CPPOB bagi IKM/UMKM. 

Triwulan III - III Tahun 

2026 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur 

• Mekanisme jemput bola 

melalui inovasi Smart LAURA 

dan LAURA INTAN perlu 

dipertahankan dan diperluas 

(Lintang Rachma Dewaty - 

Dinkes Kota Palangka Raya). 

• Melibatkan kader 

masyarakat sebagai 

perpanjangan tangan untuk 

pelaku usaha yang belum 

terpapar teknologi (Lintang 

Rachma Dewaty - Dinkes 

Kota Palangka Raya). 

• Mengoptimalkan layanan 

jemput bola (outreach) ke 

daerah/pinggiran kota. 

• Mengembangkan jejaring 

kader masyarakat sebagai 

perpanjangan tangan 

edukasi dan 

pendampingan alur 

layanan. 

• Mempublikasikan 

diagram alur pelayanan 

yang inklusif dan 

komunikatif. 

Setiap Triwulan 

(Berkelanjutan) 



 

• Sosialisasi memperjelas alur 

layanan bagi UMKM dan 

kelompok disabilitas 

(Syamsiah - DPD HWDI 

Kalteng). 

3 Jangka Waktu 

Pelayanan 

• Pertahankan dan tingkatkan 

pelayanan yang cepat, 

responsif, dan efisien 

(Muhamad Baihaqi - Kanwil 

Kemenkumham Kalteng; 

Gordon L. Tobing - RRI 

Palangka Raya). 

• Melakukan pemantauan 

berkala terhadap 

kepatuhan Service Level 

Agreement (SLA) waktu 

pelayanan di setiap unit 

layanan. 

Setiap Triwulan 

4 Biaya/Tarif 

Pelayanan 

• Transparansi informasi 

mengenai biaya/tarif 

pelayanan publik (Pelita Milu 

Kati - PKK Kota Palangka 

Raya; Muhamad Baihaqi - 

Kanwil Kemenkumham 

Kalteng). 

• Mempublikasikan daftar 

tarif resmi PNBP dan 

ketentuan tarif Rp0 (nol 

rupiah) bagi 

UMKM/kelompok tertentu 

pada media informasi fisik 

dan digital. 

Triwulan III Tahun 

2026 

5 Produk 

Pelayanan 

• Peningkatan pengawasan, 

razia/sidak keamanan pangan 

di pasar atau pengolah 

makanan langsung untuk 

menjamin keamanan 

konsumsi (Maskur - 

Disdagperin Prov. Kalteng; 

Septi Nurhayati - Kementerian 

HAM). 

• Bimbingan penerapan 

CPPOB untuk menjamin mutu 

produk pangan olahan IKM 

(Juli Atma - IKM Tampung 

Parei). 

• Mengagendakan 

intensifikasi pengawasan 

dan sidak pasar produk 

pangan olahan secara 

berkala. 

• Melakukan 

pendampingan pengujian 

dan sertifikasi produk bagi 

IKM/UMKM. 

Triwulan III - IV 

Tahun 2026 

6 Penanganan 

Pengaduan, 

Saran, dan 

Masukan / 

Apresiasi 

• Komunikasi yang aktif, 

transparan, dan responsif 

terhadap masukan 

masyarakat (Pelita Milu Kati - 

PKK Kota Palangka Raya; 

Muhamad Baihaqi - Kanwil 

Kemenkumham Kalteng). 

• Lakukan survei kepuasan 

publik hingga ke masyarakat 

pinggiran kota (Gordon L. 

Tobing - RRI Palangka Raya). 

• Apresiasi atas pelayanan 

• Membuka dan mengelola 

saluran pengaduan/saran 

secara transparan dan 

responsif. 

• Memperluas jangkauan 

pelaksanaan Survei 

Kepuasan Masyarakat 

(SKM) hingga wilayah 

pinggiran kota. 

Setiap Triwulan 



 

yang sudah sangat bagus, 

ramah, dan profesional (Juli 

Atma - IKM Tampung Parei; 

Muhamad Baihaqi - Kanwil 

Kemenkumham Kalteng; apt. 

Susanthi Pratiwi - UPR). 

7 Dasar Hukum • Penguatan penyelenggaraan 

pelayanan publik yang 

berorientasi pada Pelayanan 

Publik Berbasis Hak Asasi 

Manusia / P2HAM (Septi 

Nurhayati - Kementerian 

HAM; Muhamad Baihaqi - 

Kanwil Kemenkumham 

Kalteng). 

• Melakukan peninjauan 

ulang Standar Pelayanan 

dengan menyelaraskan 

pada regulasi P2HAM dan 

PermenPANRB No. 16 

Tahun 2017. 

Triwulan III Tahun 

2026 

8 Sarana, 

Prasarana, dan 

Fasilitas 

• Peningkatan akses gedung 

BPOM untuk disabilitas, 

seperti lift/akses khusus 

menuju lantai 2 bagi 

pengguna kursi roda 

(Mormilayanti Yosnarismayani 

- DPD GERKATIN Kalteng; 

Septi Nurhayati - Kementerian 

HAM). 

• Penyediaan fasilitas 

penunjang bagi disabilitas Tuli 

(lampu bel indikator pengganti 

bel audio) dan 

gambar/infografis untuk 

informasi (Mormilayanti 

Yosnarismayani - DPD 

GERKATIN Kalteng). 

• Edukasi/sosialisasi Smart 

LAURA ramah untuk 4 ragam 

disabilitas: Netra, Tuli, 

Intelektual, dan Mental 

(Syamsiah - DPD HWDI 

Kalteng). 

• Mengusulkan 

perbaikan/revitalisasi 

sarana fisik inklusif (akses 

lantai 2/lift dan instalasi 

lampu bel indikator Tuli). 

• Menyediakan media 

informasi visual/infografis 

dan materi edukasi digital 

yang ramah ragam 

disabilitas (screen reader, 

teks kontras, JBI). 

Triwulan III - IV 

Tahun 2026 

9 Kompetensi 

Pelaksana 

• Tingkatkan dan pertahankan 

profesionalitas pekerjaan 

serta mutu pelayanan petugas 

(Supriyadi - Ditresnarkoba 

Polda Kalteng; Muhamad 

Baihaqi - Kanwil 

Kemenkumham Kalteng). 

• Melaksanakan 

pelatihan/bimbingan teknis 

Pelayanan Inklusif, Etika 

Pelayanan Disabilitas, dan 

Bahasa Isyarat Dasar bagi 

petugas frontliner. 

Triwulan III Tahun 

2026 



 

• Petugas perlu terus 

memberikan bimbingan bagi 

masyarakat/pelaku usaha 

yang mengalami kesulitan 

(apt. Susanthi Pratiwi - UPR). 

• Edukasi/pemahaman 

petugas melayani berbagai 

ragam disabilitas (Syamsiah - 

DPD HWDI Kalteng). 

10 Pengawasan 

Internal 

• Pengawasan internal 

berkelanjutan untuk 

memastikan konsistensi mutu 

dan integritas pelayanan 

(Supriyadi - Ditresnarkoba 

Polda Kalteng). 

• Melaksanakan 

pemantauan internal dan 

evaluasi berkala terhadap 

kepatuhan pelaksanaan 

Standar Pelayanan oleh 

seluruh petugas. 

Setiap Triwulan 

11 Jumlah 

Pelaksana 

• Kecukupan dan kesiapan 

petugas pendamping dalam 

memberikan bimbingan 

langsung kepada pelaku 

usaha (apt. Susanthi Pratiwi - 

UPR) serta melibatkan kader 

perpanjangan tangan di 

lapangan (Lintang Rachma 

Dewaty - Dinkes Kota 

Palangka Raya). 

• Memetakan kecukupan 

personil frontliner dan 

membentuk Tim 

Cadangan Pendampingan 

UMKM serta 

memberdayakan kader 

masyarakat. 

Triwulan III Tahun 

2026 

12 Jumlah 

Pelayanan 

• Memperluas jangkauan dan 

frekuensi layanan 

sosialisasi/edukasi secara 

berkala ke masyarakat awam 

(Novia A. Rangkai - PT. Asia 

Sumber Medika; Ulindra - LPP 

TVRI Kalteng). 

• Pelaksanaan KKN Tematik 

kerja sama dengan perguruan 

tinggi untuk memperbanyak 

titik edukasi (Prof. Agus 

Haryono - FMIPA UPR). 

• Menyusun kalender 

kegiatan sosialisasi 

berkala lintas sektor. 

• Menindaklanjuti PKS 

KKN Tematik dengan 

Universitas Palangka 

Raya untuk memperluas 

jangkauan edukasi. 

Triwulan III Tahun 

2026 

13 Jaminan 

Keamanan dan 

Keselamatan 

Pelayanan 

• Peningkatan perlindungan 

keamanan konsumsi pangan 

masyarakat (Maskur - 

Disdagperin Prov. Kalteng; 

Septi Nurhayati - Kementerian 

HAM). 

• Memastikan seluruh 

produk layanan sertifikasi 

dan hasil pengujian 

memenuhi standar 

keamanan obat dan 

makanan serta 

Triwulan III - IV 

Tahun 2026 



 

menerapkan K3 di area 

pelayanan. 

14 Evaluasi 

Kinerja 

Pelaksana 

• Pelaksanaan FKP dan 

evaluasi pelayanan publik 

secara berkala (Ulindra - LPP 

TVRI Kalteng). 

• Evaluasi pencapaian target 

kinerja dan motivasi 

berinovasi (Gordon L. Tobing - 

RRI Palangka Raya). 

• Melakukan evaluasi 

berkala terhadap capaian 

Rencana Aksi FKP dan 

mempublikasikan Laporan 

Hasil Tindak Lanjut 

kepada publik. 

Triwulan IV Tahun 

2026 

 

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil 

kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan sebagai Upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dan stakeholder terkait yang hadir akan 

diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi. 

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



 

Lampiran II. Salinan Daftar Hadir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran III. Surat Undangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Registrasi Peserta FKP  Foto Bersama Narasumber & Peserta FKP 

Pelibatan Kelompok Rentan pada FKP  Suasana Tanya Jawab kepada Narasumber 

Penyampaian Inovasi Pelayanan Publik 
Unggulan BBPOM di Palangka Raya 

Penyampaian saran dan masukan terhadap 
Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya 

Penyampaian saran dan masukan 
terhadap  Pelayanan Publik BBPOM di 

Palangka Raya 

Penandatanganan MoU antara BBPOM di 
Palangka Raya dengan Organisasi Kelompok 
Rentan (HWDI Kalteng & Gerkatin Kalteng) 



 

 

Foto Bersama setelah penandatangan 
Berita Acara FKP 2026 

  

 

Foto Bersama penandatanganan MoU  
dengan Organisasi Kelompok Rentan (HWDI 

Kalteng & Gerkatin Kalteng) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sambutan oleh Kepala BBPOM di 
Palangka Raya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Bersama penandatanganan MoU  
dengan Organisasi Kelompok Rentan (HWDI 

Kalteng & Gerkatin Kalteng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suasana Diskusi bersama Narasumber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyampaian Materi Anti Penyuapan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suasana Kegiatan FKP 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penandatanganan Berita Acara FKP 2026 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran V. Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya 

 

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2025 

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA 

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

TAHUN 2026 

 

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik oleh Balai Besar POM di Palangka 

Raya yang telah ditandatangani pada hari pada hari Kamis, Sembilan Belas Juni Tahun Dua 

Ribu Dua Puluh Lima (19-06-2025) di Aula Cilik Riwut, Lantai 2 Kantor Balai Besar POM di 

Palangka Raya, beralamat di Jalan Cilik Riwut Km, 3,5 No.13, Berikut dilaporkan tindaklanjut 

atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain: 

NO 
IDENTIFIKASI 

MASALAH 

REKOMENDASI 

DAN TARGET 

PENYELESAIAN 

TINDAK LANJUT PENJELASAN 

1 Persyaratan telah 

disusun sesuai 

dengan Peraturan 

Perundang-undangan 

yang berlaku dan 

terkini. Telah jelas dan 

dapat dipahami 

- Bentuk Tindak Lanjut : 

- 

Waktu Pelaksanaan : 

- 

Keterangan : 

- 

 - 

2 Meningkatkan 

sosialisasi sistem, 

mekanisme dan 

prosedur layanan 

(standar pelayanan) 

Bentuk 

Pelaksanaan : 

Dilakukan 

sosialisasi dan 

publikasi agar 

prosedur mudah 

dipahami oleh 

semua pengguna 

layanan; membuat 

barcode Standar 

Pelayanan per 

jenis layanan publik 

yang mudah 

diakses oleh 

pengguna layanan; 

publikasi standar 

Bentuk Tindak Lanjut : 

- Telah dilaksanakan 

sosialisasi dan publikasi 

agar prosedur mudah 

dipahami oleh semua 

pengguna layanan 

melalui berbagai media 

sosial resmi BBPOM di 

Palangka Raya 

 

Waktu Pelaksanaan : 

- Triwulan III Tahun 

2025 hingga 2026 

 

Keterangan :  

  



 

pelayanan pada 

media promosi 

yang ada 

 

 

Waktu 

Pelaksanaan: 

Triwulan III Tahun 

2025 s.d Tahun 

2025 

- Tindak Lanjut Telah 

dilaksanakan 

3 Jangka waktu telah 

jelas dan dapat 

dipahami 

- Bentuk Tindak Lanjut : 

- 

Waktu Pelaksanaan : 

- 

Keterangan : 

- 

  

4 Biaya/tarif pelayanan 

telah jelas dan dapat 

dipahami 

Diberikan 

penjelasan terkait 

perubahan 

peraturan biaya 

PNBP untuk 

pengujian sampel 

pihak ketiga, 

sesuai dengan 

Keputusan BPOM 

Nomor 489 Tahun 

2024 tentang 

Penetapan Tarif 

Atas Jenis 

Penerimaan 

Negara Bukan 

Pajak yang Bersifat 

Volatil untuk Jasa 

Pengujian 

Bentuk Tindak Lanjut : 

- Telah disosialisasikan 

terkait perubahan 

peraturan biaya PNBP 

untuk pengujian sampel 

pihak ketiga, sesuai 

dengan Keputusan 

BPOM Nomor 489 

Tahun 2024 tentang 

Penetapan Tarif Atas 

Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak 

yang Bersifat Volatil 

untuk Jasa Pengujian 

 

Waktu Pelaksanaan : 

- Triwulan III Tahun 

2025 hingga 2026 

 

Keterangan :  

  



 

- Tindak Lanjut Telah 

dilaksanakan 

5 - Perlu sosialisasi 

terhadap manfaat dan 

fungsi dari sertifikasi 

cara produksi dan 

nomor ijin edar bagi 

pelaku UMKM yang 

baru merintis usaha 

- Perlu adanya 

perhatian kepada 

pelaku UMKM dari 

kelompok disabilitas 

agar dapat 

memperoleh 

pendampingan 

sertifikasi cara 

produksi dan nomor 

ijin edar produk 

Bentuk 

Pelaksanaan : 

Dilakukan 

sosialisasi dan 

Bimtek untuk 

Pelaku UMKM 

yang ingin 

mendapatkan 

nomor ijin edar 

BPOM dan kepada 

Pelaku UMKM 

kelompok 

disabilitas 

 

 

Waktu 

Pelaksanaan: 

Triwulan III s.d 

Tahun 2025 

Bentuk Tindak Lanjut : 

- Telah disosialisasikan 

dan dilakukan Bimtek 

untuk Pelaku UMKM 

yang ingin 

mendapatkan nomor ijin 

edar BPOM 

- Akan diselenggarakan 

KLINIK PIRT untuk 

Kelompok Rentan pada 

bulan Juli 2026 

 

Waktu Pelaksanaan : 

- Triwulan III Tahun 

2025 hingga 2026 

 

Keterangan :  

- Tindak Lanjut Telah 

dilaksanakan 

  

6 - Para stake holder 

sangat mengapresiasi 

kerja sama yang 

sangat baik selama ini 

dan mengharapkan 

koordinasi, 

komunikasi dan 

kualitas layanan yang 

terbaik dipertahankan. 

- Para stake holder 

sangat mengapresiasi 

Inovasi SMART 

LAURA yang telah 

diimplementasikan 

- Bentuk Tindak Lanjut : 

- 

Waktu Pelaksanaan : 

- 

Keterangan : 

- 

  



 

sejak Triwulan IV 

Tahun 2024 dan 

berharap inovasi ini 

mempermudah 

Masyarakat 

memperoleh informasi 

dan pendampingan 

serta dimanfaatkan 

seluas-luasnya oleh 

Masyarakat 

Kalimantan Tengah 

- Para pelaku usaha 

mengapresiasi atas 

pendampingan 

intensif dalam rangka 

sertifikasi penerapan 

Cara Produksi yang 

Baik 

7 Dasar Hukum sudah 

jelas dan dapat 

dipahami, telah 

mengakomodir 

perubahan peraturan 

terbaru 

Diupdate sesuai 

kondisi terkini 

Bentuk Tindak Lanjut : 

- Dapat di akses pada 

Daftar Informasi Publik 

yang merujuk pada 

Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum 

BPOM RI 

 

Waktu Pelaksanaan : 

- Triwulan III Tahun 

2025 hingga 2026 

 

Keterangan :  

- Tindak Lanjut Telah 

dilaksanakan 

  

8 Sarana prasarana 

sudah sangat baik 

- Bentuk Tindak Lanjut : 

- 

Waktu Pelaksanaan : 

  



 

- 

Keterangan : 

- 

9 Kompetensi 

Pelaksana sudah 

sangat baik 

- Bentuk Tindak Lanjut : 

- 

Waktu Pelaksanaan : 

- 

Keterangan : 

- 

  

10 Kinerja Pelayanan 

Publik BBPOM di 

Palangka Raya 

dimonitor oleh 

Inspektorat Utama 

melalui Survey 

Kepuasan Masyarakat 

(SKM), Survey 

Persepsi Kualitas 

Pelayanan (SPKP) 

dan Survey Persepsi 

Anti Korupsi (SPAK) 

Pada tahun 2025, 

BBPOM di 

Palangka Raya 

mendapatkan sbb : 

 

SKM Mandiri Bulan 

Mei : 98,11/100 

 

IPAK bulan Mei : 

3,96/4,00 

 

IPP bulan Mei: 

3,91/4,01 

Bentuk Tindak Lanjut : 

Telah terbit nilai indeks 

berikut ini untuk tahun 

2025 antara lain : 

- SKM 2025 = 97,48 

- IPAK 2025 = 3,97  

- IPP 2025 = 3,90 

 

Waktu Pelaksanaan : 

- Triwulan III Tahun 

2025 hingga Akhir 2025 

 

Keterangan :  

- Tindak Lanjut Telah 

dilaksanakan 

  

11 Terdapat masukan 

dari stake holder 

terkait jumlah SDM 

yang terbatas perlu 

ditambah sehingga 

pelayanan dapat lebih 

komprehensif. Beban 

kerja pelayanan publik 

BBPOM di Palangka 

Raya cukup berat 

karena keterbatasan 

SDM, sehingga 

Upaya yang 

dilakukan salah 

satunya adalah 

dengan Inovasi 

SMART LAURA 

yang terpasang 

pada Mal 

Pelayanan Publik 

(MPP) dan/atau 

DPMPTS di 

Kabupaten/Kota di 

wilayah 

Bentuk Tindak Lanjut : 

- Telah diinstall 

perangkat SMART 

LAURA hingga Juni 

2026 ini sebanyak 90% 

Cakupan Wilayah Kerja 

BBPOM di Palangka 

Raya  

 

Waktu Pelaksanaan : 

- Triwulan III Tahun 

2025 hingga 2026 

  



 

diperlukan strategi 

layanan inisiatif agar 

masyarakat tetap 

dapat terlayani 

dengan optimal. 

pengawasan 

BBPOM di 

Palangka Raya 

 

Keterangan :  

- Tindak Lanjut Telah 

dilaksanakan: 

12 BBPOM di Palangka 

Raya menjamin 

semua permintaan 

layanan publik yang 

menjadi tugas pokok 

dan fungsi BBPOM di 

Palangka Raya 

diberikan sesuai 

dengan Standar 

Pelayanan. 

- Bentuk Tindak Lanjut : 

- 

Waktu Pelaksanaan : 

- 

Keterangan : 

- 

  

13 BBPOM di Palangka 

Raya menyediakan 

ruang pelayanan 

publik yang nyaman 

dan aman. Sarana 

prasarana bagi 

kelompok rentan juga 

tersedia dan 

dipastikan terdapat 

petugas untuk 

mendampingi 

pelanggan kelompok 

rentan dalam 

mendapatkan 

layanan. 

Bentuk 

Pelaksanaan : 

Melengkapi fasilitas 

Layanan Publik 

Kelompok Rentan 

sesuai kebutuhan 

 

Waktu 

Pelaksanaan: 

Desember Tahun 

2024 

Bentuk Tindak Lanjut : 

- Telah dilengkapi 

fasilitas Layanan Publik 

Kelompok Rentan 

sesuai kebutuhan dan 

mendapatkan Nilai 

Persentase Aksesibilitas 

Layanan sebesar 90,15 

dengan predikat 

Terbaik. 

 

Waktu Pelaksanaan : 

- Triwulan III Tahun 

2025 hingga 2026 

 

Keterangan : 

- Tindak Lanjut Telah 

dilaksanakan: 

  

14 Evaluasi Kinerja 

Pelayanan Publik 

BBPOM di Palangka 

- Bentuk Tindak Lanjut : 

- 

Waktu Pelaksanaan : 

  



 

Raya akan 

dilaksanakan melalui 

PEKPPP Tahun 2025 

dan Pelaksanaan 

SKM Tahun 2024 

- 

Keterangan : 

- 

 

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya. 

 

Palangka Raya, 26 Juni 2026 

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya, 

 

 

 

 

Ali Yudhi Hartanto, S.F., Apt., M.M. 
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